BUPATI BARRU

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR. 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Instansi Pelaksana
dan yang membantu Pemungutan Retribusi Daerah, serta
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka periu diberikan

*insentif pemungutan Retribusi Daerah;

‘b._, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurdf a, periu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang
. Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah. Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

. Negara Nomor 4438), i '
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9.

10.

1.

12.

13.

- Undang-Und

ang Nomor 28 Tah :
Retribusi ahun 2008 tentang Pajak Daerah dan
busi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 N
Nomor gg‘g)??:& Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah N
omor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140 Tambah .
Indonesia Nomor4§78); ahan Lembaran Negara  Republik

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

dPemberiejn dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
an Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161) i

.
1

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 fentang

Pgdoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
dxubar_\ beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahuhn 2008 Nomor 29);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor

10);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun

2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabu__paten Barru Tahun

2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2011 Nomor 9)
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MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PE
DOMAN PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimak .

1. Daerah adalah Kabupatgn Bgarru.akSUd dengan:

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Da_erah dan DPRD menurut asas otonomi daerah seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845.

3. Bupati adalah Bupati Barru. '

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur -
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan <

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang melaksanakan pemungutan retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan retribusi.

9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan
asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarmya tanggung
jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. :

BAB i
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 3

(3) Insentif diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah
atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi

daerah.
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(2) Insentif pemungutan retribusi dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar

o :
5 % (lima persen).daq rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran
berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif

Pasal 4

(1) Target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
a. sampai dengan triwulan 1 : 15% (lima belas persen)
b. sampai dengan triwulan 1l : 40% (empat puluh persen)
¢. sampai dengan triwulan lll : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

(2) Pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, pabila
target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi.

BAB Il
PENERIMA DAN ALQKASI INSENTIF PEMUNGUTAN
: RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada:
‘a. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sesuai
. dengan tanggung jawab masing-masing;

'b; Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
‘c.’ Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

. pihak lain yang membantu SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah
Pasal 6

(1) pesamya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut :
’a. ' Bupati sebesar 11 % (sebelas persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi
daerah;

b. Wakil Bupati sebesar 8 % (tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan
_ retribusi daerah;

¢. Sekretaris Daerah sebesar 6 %_.(enam persen) dari bagian insentif pemungutan
retribusi;

d. SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan ketentuan
- sebagai berikut :

4. SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah sebesar 65 %
(Enam puluh lima persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah;
dan

2. SKPKD sebagai koordinator pemungutan retribusi daerah sebesar 10 %
(sepuluh persen) dari bagian insentif pemungutan retribusi daerah

(2) Penerima dan besamya perhitungan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Scanned by CamScanner




Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut pemberian insentif pemungutan retribusi daerah pada setiap

gg:rghdiatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD penerima insentif pemungutan retribusi

Pasal 8

Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran berkenan. :

| BAB IV
| KETENTUAN PENUTUP
& ' Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.
. Ditetapkan di Barru
p_agia tanggal 23 Bawet 2012

Diundangkan di Barru
_.pada tanggal 23 Hovet 2012

*_ -GEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

-~ NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB
7 BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2012 NOMOR....4k....
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